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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran
2026 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan
Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun
Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang
menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2026.
Brebes, | { Agustus 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting.
Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian
dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
salah satu tahapan penting dan pokok dalam siklus penyusunan APBD
adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD setelah penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada
pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu
tahun.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan
Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun Kebijakan Umum APBD ini

disajikan dalam sistematika latar belakang, tujuan dan dasar
hukum yang dipedomani sebagai rasionalitas penyusunan dan penetapan
kebijakan umum APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026, lebih
lanjut tertuang dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Brebes dengan DPRD Kabupaten Brebes.
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Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) Tahun Anggaran 2026 harus berpedoman pada prinsip-
prinsip berikut: keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran,
keadilan dalam alokasi anggaran, serta transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;

Penjelasan Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala
daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, diajukan
kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah
disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran
satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Pasal 265, ayat (3)
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu
pada pedoman penyusunan APBD. Penjabaran dari Peraturan
Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus
mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD.
Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD.
Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah
dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA dan PPAS
adalah hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang
berfungsi untuk menjamin, mempertajam prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta

indikator kinerja, dan pagu indikatif yang dimuat dalam RKPD
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sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Lampiran Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan
KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua
bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD. Ini sejalan dengan Pasal 90 sampai dengan Pasal
92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Selanjutnya kesepakatan
terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh
Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua
bulan Agustus. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA
dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan
nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala
daerah dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati menerbitkan
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-PD) sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun RKA-
PD. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan
KUA dan rancangan PPAS disepakati. Dokumen RKA-PD tersebut
selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun
Anggaran 2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk memberikan pedoman dan
atau petunjuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun 2026.
Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat
penjabaran dan mediasi tahunan yang merujuk pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2026.

Penyusunan KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026
dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, yang
selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
untuk menyusun RAPBD Tahun 2026 kemudian dijadikan dasar

untuk penilaian akuntabilitas keuangan daerah selama satu tahun
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anggaran. Hal ini dapat dilakukan karena memuat komponen-
komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada
setiap bidang urusan pemerintah pada setiap program dan kegiatan
di Kabupaten Brebes. Komponen dan kinerja pelayanan yang
diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat
dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah dan
memperhatikan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-
tahun sebelumnya, serta target-terget yang ditetapkan pada RPJMD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90 ayat 1
disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA
dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 pada ayat (1)
kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas

dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran
2026 bertujuan:

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target
pendapatan, belanja, pembiayaan penerimaan dan pembiayaan

pengeluaran disertai dengan asumsi yang mendasar.

2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2026 yang

akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026 yang
selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan

APBD TA 2026.
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

5. Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan

pelaksanaan APBD Kabupaten brebes Tahun 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA
Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten
Brebes Tahun 2026 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang -

undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undangan-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

atas Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2005 —2025;

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes No 18 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 18).

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten
Brebes Tahun 2026
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Brebes,
akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2026. Kerangka
Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam
RKPD Tahun 2026 Kabupaten Brebes memberikan gambaran
perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kabupaten Brebes yang
telah dicapai sampai Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2026, serta
langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun
2026.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2026 tidak dapat
dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja
ekonomi makro Tahun Anggaran 2025, dan prospeknya dalam Tahun 2026,
yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi

nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dalam kurun waktu
2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi seiring dengan pertumbuhan
ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Trend tersebut dapat terjadi
karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh
masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang
memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan
jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut
memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Brebes
beberapa tahun ini.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang
berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal
dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun
nasional. Adapun kondisi perekonomian Kabupaten Brebes dapat dilihat

dari beberapa capaian indikator ekonomi daerah sebagai berikut:



| Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026

Tabel 2.1
Statistik kunci 2022-2024
RINCIAN SATUAN 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5)
SOSIAL
Penduduk ribu 2.020,10 2.043,08 2.065,50
Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,90 1,28 1,15
Angka Harapan Hidup tahun 73,80 73,95 74,18
Angka Melek Huruf Usia 15+ % 90,61 91,43 92,37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 66,01 66,10 71,92
Tingkat Pengangguran Terbuka- % 9,78 9,48 8.98
TPT
Penduduk Miskin ribu 290,7 286,14 283,3
Persentase Penduduk Miskin % 16,05 15,78 15,60
Indeks Pembangunan Manusia-IPM - 68,81 69,71 70,18
EKONOMI

Produk Domestik Regional Bruto Milyar 53.647,59 57.512,19 62,045,49
(PDRB) Harga Berlaku rupiah

Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,50 3,47 5,02
PDRB Per Kapita Harga Berlaku juta rupiah 26,59 28,19 28,19
Inflasi (y o y) % 6,31 3,28 2,19

Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka 2025 Volume 38, 2025

Di tengah Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya
ditujukan untuk menimplementasikan program dan mewujudkan visi,
misi dan isu strategis daerah, sebagai payung perumusan prpioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun rencana. Sehingga arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun
berdasarkan kajian mendalam serta berpedoman pada dokumen
Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula kebijakan
pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2026 yang keberhasilnya
dapat dilihat dari berbadai indikator ekonomi makro untuk mencapai
tujuan pembangunan serta berbagai hambatan yang dihadapi.
Memperhatikan kondisi serta tantangan dan peluang, maka target
indikator makro daerah Kabupaten Brebes tahun 2026 hasil rakortek

Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2026

No Indikator Target 2026
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.60-6.40
2 Indeks Ketahanan Pangan 80.00
3 Prevalance of Undernourishment (PoU) (%) 7.00
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 81.6-7.86
5 Kemiskinan (%) 14.41-13.78
6 IPM 71.13

Sumber : RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana
secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti
dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah
dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran
prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan
ketentuan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunagn
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip
pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah
yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan
dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu
menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan
keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut

9
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secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah
berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun
ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh
gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada
peraturan perundang- undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal
daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan  fiskal telah
menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi
yang amat potensional untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.
Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di
luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Bantuan
Keuangan Provinsi, kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social
Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
pada Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan potensi untuk pemenuhan
kebutuhan atas pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang
terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus
terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan
yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi
(pendapatan transfer), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat ini
sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan
pendapatan transfer. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk
mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi PAD dan
pendapatan daerah lainnya.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip
money follow programme priority dengan memperhatikan prioritas

pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun
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mendatang, dengan demikian penganggaran belanja dialokasikan terutama
untuk program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja
daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta
menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program
dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja
daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja
daerah ke depan diarahkan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Mandatory Spending;

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan

Pencapaian Kegiatan Strategis Daerah, memastikan alokasi
anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis
dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan

daerah.
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BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1

3.2.

Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN
Mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026,
Pemerintah Menyusun Strategi Kebijakan Fiskal yang ditujukan
untuk pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2026 didesai
untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan
mendukung target pembangunan. sejalan dengan dinamika dan
tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta
yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam
Rancangan APBN 2026 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Indikator Ekonomi Makro Tahun 2026
No Indikator Ekonomi Makro Tingkat %
1 Tingkat Pengangguran terbuka 4,44 — 4,96
2 Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5
3 Indeks Modal Manusia 0,57
4 Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8
5 Inflasi 1,5-3,5
6 Nilai Tukar Rp16.500 - Rp16.900 per
USD
Tingkat Suku Bunga SBN 10Th 6,6 - 7,2
Harga Minyak Mentah  USD60 - USD8&O0 per barel
Indonesia
9 Lifting Mentah 600-605 rbph
10 Lifting Gas 953-1.017 rbsmph
Sumber : KEM-PPKF 2026
Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD
Kabupaten Brebes Tahun 2026 diselaraskan dengan tujuan dan
sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah tahun 2026,

sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka
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ditetapkan target pada beberapa indicator kinerja utama sebagai

berikut:
Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes 2026
No Indikator RKPD 2026
1 Indeks Pembangunan Manusia 71,91
2 Tingkat Kemiskinan 14.43
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi SRS
4 Tingkat Pengangguran Terbuka 7,84
5 PDRB Per Kapita 32,04 juta Rp
6 Tingkat Inflasi 2
7 Indek Gini 0,28

1.

Sumber: RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur capaian
pembangunan manusia dengan komponen penyusun yaitu angka
harapan hidup (AHH); harapan lama sekolah (HLS); rata-rata lama
sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran per kapita. Dalam empat
tahun terakhir, pembangunan manusia di kabupaten brebes
terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Brebes dari 68,10
pada tahun 2021 menjadi 70,18 pada tahun 2024. Selama periode
tersebut, IPM kabupaten Brebes rata-rata tumbuh sebesar 0,83
persen pertahun. IPM kabupetn Brebes tahun 2021 tercatat 68,10
atau tumbuh 0,28 persen. Namun demikian, setelah dua tahun
lebih pandemic COVID-19 melanda kabupaten Brebes, IPM mulai
mengalami pemulihan di tahun 2022 dengan pertumbuhan
sebesar 1,04 persen, di tahun 2023 tumbuh sebesar 1,31 persen

dan ditahun 2024 tumbuh sebesar 0,67.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di Jawa
Tengah, Kabupaten Brebes menempati posisi 32 dari 35
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Angka IPM Kabupaten Brebes
masih berada di bawah angka IPM Provinsi Jawa Tengah yang

mencapai 73,87.

2. TINGKAT KEMISKINAN
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Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai
multidimensi. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau
sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air
bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa
aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Secara umum tingkat kemiskinan di Brebes mengalami
fluktuasi dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun
presentasenya. Pada periode 2019-2023 tingkat kemiskinan
mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,38 persen
pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat
283,28 ribu jiwa penduduk dalam kategori miskin atau sebesar
15,60 dari jumlah populasi Kabupaten Brebes. Salah satu strategi
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah mengurangi
beban  pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan
kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan
meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan
akses layanan dasar, konektivitas antar wilayah, peran

stakeholder, konvergensi anggaran dan konsolidasi program.
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3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator
yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap
oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan. kurang
termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suats, daerah. TPT
hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 8,35 persen. Hal ini berarti,
di antara 100 orang angkatan kerja, ditemukan sekitar delapan
orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT turun sebesar 0.63
persen poin dibandingkan Agustus 2023. Demikian juga halnya,
jika dibandingkan dengan Agustus 2022 mengalami penurunan

sebesar 1,13 persen.
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4. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dihitung dari kenaikan
PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan
produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2020 hingga
2024 mengalami fluktuasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Brebes adalah 5,02 persen lebih tinggi jika dibandingkan

pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Kelompok  jasa
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lainnya merupakan sektor yang tumbuh paling tinggi yaitu 9,76
persen, disusul kelompok pengadaan listrik dan gas sebesar 9,68
persen dan Penyediaan akomodasi dan makan minum
masingmasing sebesar dan 9,55 persen.

Tabel 3.3

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional se-Eks
Karesidenan Pekalongan 2020-2024

Kabupaten / Kota Pertumbuhan Ekonomi Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

Batang -1,29 4,88 5,97 5.53 6,03
Pekalongan -1,89 3,54 5,11 5.14 5,02
Pemalang -0,61 428 5,08 4.14 511
Tegal -1,48 3,72 5,14 4.93 5,07
Brebes -0,47 2,57 5,50 3.74 5,02
Kota Pekalongan -1,87 3,59 5,76 5,44 5,34
Kota Tegal -2,29 3,12 5,16 5.01 5,22

Sumber: RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026

Jika dibandingkan dengan regional di eks-Karisidenan
Pekalongan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes menempati
peringkat terakhir dengan pertumbuhan yang sama dengan
Kabupaten Pekalongan. Lapangan usaha yang menunjukkan
pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yaitu jasa lainnya sebsar
9,76 persen. Jasa lainnya yang termasuk dalam PDRB Kabupaten
Brebes yaitu jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial,
jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan dan jasa
lainnya. Lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi yang
tertinggi kedua yaitu sektor usaha Pengadaan Listrik dan Gas

dengan pertumbuhan sebesar 9,68 persen.
5. PDRB PER KAPITA

Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita
merupakan perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah
penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat digunakan
sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi

yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai
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tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu
disuatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Brebes dari kurun
waktu 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan.

PDRB perkapita Kabupaten Brebes pada tahun 2024
mencapai 30,04 juta rupiah meningkat sebesar 1,79 juta rupiah
dari tahun 2023 (28,15 juta rupiah). Pertumbuhan PDRB yang
diikuti dengan pertumbuhan PDRB perkapita mengindikasikan
bahwa terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan
tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan
pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk

berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin.
6. LAJU INFLASI

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara
umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan
pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu
negara. Untuk menggambarkan inflasi di Kabupaten Brebe
menggunakan data sister city Kota Tegal karena mulai tahun 2019

BPS tidak lagi mengeluarkan data inflasi per kabupaten.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang
ditunjukkan oleh naiknya sepuluh dari sebelas Indeks kelompok
pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau
sebesar 2,99 persen: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34
persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah
tangga sebesar 1,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan
dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60 persen,

kelompok kesehatan sebesar 9.14 persen;

kelompok transportasi sebesar 1.18 persen: kelompok
rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,28 persen; kelompok
pendidikan sebesar 5,46 persen: kelompok penyediaan makanan
dan minuman/restoran sebesar 0,27 persen; dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5.51 persen.
Sedangkan satu kelompok pengeluaran lainnya mengalami
penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya nilai indeks
yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan

sebesar 0,90 persen.
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7. RASIO GINI

Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau
ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya
berkisar antara nol hingga satu. Kisaran angka tersebut
menggambarkan pemerataan atau ketimpangan dalam distribusi
pendapatan nasional. Kondisi distribusi pendapatan yang merata
ditunjukkan dengan besaran koefisien yang mendekati O (nol),
sedangkan kecenderungan terjadinya ketimpangan ditunjukkan
dengan besaran koefisien yang mendekati 1 (satu). Nilai 1 berarti
distribusi yang sama sekali tidak sama yaitu satu orang memiliki

segalanya dan yang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Gini rasio Kabupaten Brebes dari tahun 2021 hingga 2024
mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Pada tahun
2024 gini rasio di Kabupaten Brebes sebesar 0,30 yang artinya
terdapat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, tetapi
tidak terlalu ekstrem. Terdapat kesenjangan antara masyarakat
kaya dan masyarakat miskin, namun kesenjangan tersebut tidak

terlalu besar.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan paerah yang diproyeksikan

tahun anggaran 2026

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Brebes disusun sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari Sisi Pendapatan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah telah
ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Mulai berlakunya opsen Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) pada tahun 2025 diharapkan meningkatkan
kemampuan fiskal kabupaten brebes pada tahun 2026.

Berdasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2026 sebesar 5.60-6.40 persen dan mempertimbangkan
capaian kinerja tahun 2021-2024, kebijakan pemerintah pusat
terkait dana transfer ke daerah maka pendapatan daerah kabupaten
brebes tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.
3.618.693.068.000,00.

Berbagai upaya untuk meningkatan kinerja pendapatan asli
daerah antara lain mengembangkan penggunaan teknologi informasi
dalam rangka untuk mencapai target pendapatan. Penyusunan
anggaran tahun 2026, secara umum disusun menggunakan angka
yang rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan
skala prioritas pembangunan daerah, dimana dalam hal ini belanja
diharapkan tidak melampaui kemampuan pendapatan dan
pembiayaan daerah. Dengan kondisi tersebut maka kebijakan
pendapatan daerah kabupaten brebes tahun 2026 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi
perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing
potensi jenis pendapatan asli daerah. PAD pada Tahun 2026

diestimasikan mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan
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penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kenaikan
pendapatan BLUD.

2. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
diproyeksikan dari pendapatan hasil penjualan Barang Milik
Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro dan dan Pendapatan
bunga.

3. Pendapatan transfer dari pusat yang bersifat umum, seperti Dana
Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan
sama dengan Tahun 2025, sedangkan pendapatan transfer yang
bersifat khusus akan dialokasikan setelah ada informasi sesuai
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Provinsi.

4. Penganganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan seluruhnya diproyeksikan dari

Lain-lain Pendapatan dengan mendasari pada APBD 2025.
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5.1 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah

Target Pendapatan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran
2026 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam table berikut:
Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

No Uraian Target
Tahun 2026

PENDAPATAN DAERAH 3.618.693.068.752,00

4.1 Pendapatan Asli Daerah 821.985.082.752,00
(PAD)

4.1.01 Pajak daerah 357.000.000.000,00

4.1.02 Retribusi daerah 438.608.730.264,00

4.1.03 Hasil pengelolaan kekayaan 22.764.275.046,00
daerah yang dipisahkan

4.1.04 Lain-lain PAD yang sah 3.612.077.442,00

4.2 Pendapatan Transfer 2.796.707.986.000,00

4.2.01 Pendapatan Transfer 2.625.806.327.000,00
Pemerintah Pusat

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar 170.901.659.000,00
Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan -
Daerah Yang Sah

4.3.01 Pendapatan Hibah -

4.3.03 Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan -

Peraturan Perundang-Undangan
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Brebes dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan segala
kebijakan yang ada pada RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2025-
2029. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Belanja daerah Kabupaten Brebes terdiri dari belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2026
diproyeksikan sebesar Rp. 3.640.793.068.752,00 yang diarahkan
kepada:

1. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja

Wajib:

o Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan
secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa.

o Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian
tujuan dan sasaran RPD:
e Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD
e Peningkatan Pembangunan Ekonomi Desa melalui Koperasi

Merah Putih serta mendorong program untuk mendukung
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kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daaerah
serta kewirausahaan UMKM.

Mengedapankan  program-program yang menunjang
pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan
kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Mengakomodir program prioritas pembangunan yang
dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pemerintah ~ Kabupaten Brebes, melalui kenaikan
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan
mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan,
efsiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas.

Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD,
yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan
daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat
dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi
melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan
pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah
yang difokuskan pada pembangunan jalan antar
kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan
penataan kota, pembangunan penunjang pariwisata,
Penguatan infrastruktur pertanian menjadi salah satu
elemen penting dalam strategi pemerintah untuk

meningkatkan ketahanan pangan nasional.

3. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah, yaitu:

Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memperkuat perencanaan dan evaluasi
DAU Earmarked dan mandatory spending sektor
pendidikan

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur

pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen)
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dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil
dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur
dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang
menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan sinergi pendanaan melalui berbagai sumber

pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD.

Kebijakan Belanja Daerah kabupaten Brebes tahun 2026
mendasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah kabupaten
brebes tahun 2026. Dimana pengalokasiannya disesuaikan dengan
asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penganggaran pemerintah
dan kebutuhan pembangunan. Belanja operasi yang terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja
hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja tidak terduga
diproyeksikan pada tahun 2026 sama dengan tahun 2025 dengan
asumsi bahwa pada tahun 2025 terdapat silpa. Sedangkan belanja
transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan
keuangan pada tahun 2026 diproyeksikan sama dengan tahun

2025.

5.2. Target belanja daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026
diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Tahun 2026

Kode Uraian Target
Tahun 2026

05. BELANJA DAERAH 3.640.793.068.752,00
051 BELANJA OPERASI 2.600.377.867.561,00
05.1.01 Belanja Pegawai 1.556.205.064.398,00
05.1.02 Belanja Barang dan Jasa 937.155.447.152,00
05.1.05 Belanja Hibah 99.074.956.011,00
05.1.06 Belanja Bantuan Sosial 7.942.400.000,00
05.2 BELANJA MODAL 307.646.148.787,00
05.2.01 Belanja Modal Tanah 800.000.266,00
05.2.02 Belanja Modal Peralatan 68.995.693.783,00

dan Mesin
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05.2.03

05.2.04

05.2.05

05.2.06

5.3

5.3.01
5.4

5.4.01
5.4.02

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya

Belanja Modal Aset
Lainnya

BELANJA TIDAK
TERDUGA

Belanja Tidak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan
Keuangan

25

38.790.757.338,00
177.708.165.000,00
20.871.532.400,00
480.000.000,00
5.000.000.000,00

5.000.000.000,00
727.769.052.404,00

43.213.667.000,00
684.555.385.404,00



| Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.

6.2.

6.3.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
pembiayaan daerah diarahkan pada pemanfaatan; sisa lebih
perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah  dialokasikan untuk
penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan
modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan

Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan
positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk
penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan,
volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau
pengeluaran pembiayaan.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan
negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan
kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan

kegiatannya
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Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Kode Uraian Target
Tahun 2026
6. PEMBIAYAAN
06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00
06.01.02  Sisa Lebih Perhitungan 30.000.000.000,00

Anggaran Tahun Sebelumnya
06.01.05 Penerimaan Kembali -
Pemberian Pinjaman Daerah

06.02 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.900.000.000,00
06.02.02 Penyertaan Modal Daerah 7.900.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.100.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan -
Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan
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BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam Rangka mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dengan

memperhatikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun

pembiayaan, pemerintah menetapkan strategi pencapaian pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:

7.1

Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah
Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh

dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:
7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah,
khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus
diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar
pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga
diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber
penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan
pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya
Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh
adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui
kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD
secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan
intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari
sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini.
Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah
berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan
daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun
kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan
pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi
komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan

menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi
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atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara umum

diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1.
2.

10.
11.

12.

Melakukan pendataan potensi seluruh jenis pajak dan retribusi.
Mengoptimalikan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Meningkatkan Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak
dan/atau wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan
lebih mengintesitkan pembinaan dan penyuluhan serta
penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
Pengembangan sistem tata Kelola pungutan pajak dan retribusi
daerah secara elektronik.

Melakukan Pembinaan pada BLUD yang dimiliki agar
pendapatan optimal.

Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan
pelayanan perijinan investasi.

Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik
investor.

Memperkuat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak /
retribusi untuk pemenuhan kewajibannya dengan
mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta
penyederhaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
Memperkuat dukungan penggalian data, penagihan dan
perumusan SOP terkait opsen PKB.

Mengoptimalkan Pemenuhan Earmarking Opsen PKB.
Mengoptimalkan pemanfaatan asset Daerah melalui Kerjasama
dengan pihak ketiga.

Memperkuat permodalan @ BUMD  serta  meningkatkan
Kemampuan manajemen pengelolaan Bisnis agar dapat

meningkatkan laba BUMD.

7.1.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan yang terkait dengan Pendapatan Transfer

difokuskan pada peningkatan perolehan dana pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat

kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal
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Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan
Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Fisik dan non

Fisik serta Dana Alokasi Umum Spesific Grant.

2. Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat

kepada pemerintah Provinsi untuk memastikan Bagi Hasil Provinsi

dan Bantuan Keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin
untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada
sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos
Hibah dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada

pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan
alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada
sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan
serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan
memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

b. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD
Tahun 2026 dengan merujuk pada prioritas pembangunan
daerah Tahun 2026.

c. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), penanggulangan kemiskinan,
pengurangan pengangguran terbuka dan pertumbuhan
ekonomi serta ketahanan pangan.

d. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas

daerah Tahun 2026.
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BAB VIII

PENUTUP
M

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026,
selanjutnya ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran
2026 dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah dan

menjadi Acuan dalam penyusunan Raperda APBD Tahun 2026.

Brebes, 11 Agustus 2025

Pihak Pertama, /f"/"::fﬁﬁak Kedua,
/- O"KETUA DPRD

BUPATI BREBES, [~/ KABUPATEN BREBES,

7

Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA. SE..M.M

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN
BREBES.

-

H. MOH. IQBAL TANJUNG. S.Sos..M.A

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN
BREBES.

HERU IRAWANTO

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN
BREBES.

H. TEGUH WAHID TURMUDI. S.H
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